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ABSTRAK

Cagar budaya merupakan warisan bersejarah suatu negara yang bersifat rapuh dan
langka sehingga wajib dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, agama, dan pendidikan. Salah satu contoh cagar
budaya yang ada di Indonesia yakni bangunan cagar budaya. Bangunan cagar
budaya memiliki ciri khas tersendiri salah satunya yaitu memiliki umur lebih dari
50 tahun dan memiliki nilai sejarah sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2010 merupakan perlindungan hukum bagi cagar budaya yang ada di Indonesia.
Salah satu bangunan cagar budaya yang ada di kota Padang adalah Rumah Ema
Idham. Namun, saat ini bangunan cagar budaya Rumah Ema Idham tersebut telah
runtuh dan rata dengan tanah dikarenakan Soehinto Sadikin sebagai pemilik
bangunan rumah telah melakukan pembongkaran tanpa izin dari Pemerintah Kota
Padang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Padang hanya
memberikan Keterangan Rencana Kota kepada Soehinto Sadikin, sehingga ia tidak
berhak untuk melakukan pembongkaran terhadap bangunan cagar budaya tersebut.
Oleh sebab itu, agar bangunan cagar budaya tersebut tidak hilang Pemerintah Kota
Padang harus melakukan rekonstruksi terhadap bangunan tersebut. Hak milik atas
tanah yang dimiliki oleh Soehinto Sadikin harus dialihkan terlebih dahulu kepada
Pemerintah Kota Padang melalui pengadaan tanah bagi pembangunan untuk
kepentingan umum. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisa apakah Pemerintah
Kota Padang berwenang meminta pengambilalihan tanah milik pribadi yang
berstatus cagar budaya.

Kata kunci : Bangunan Cagar Budaya, Pemerintah Kota Padang, Pengadaan Tanah



ANALYSIS OF THE ACQUISITION OF PRIVATELY OWNED LAND WITH
CULTURAL RESERVE STATUS BY THE PADANG CITY GOVERNMENT

Name : Erika Nathalia L

Major : Law

Contributor  : Prof. Dr. Lanny Kusumawati, Dra., S.H., M.Hum.
Suhariwanto, S.H., M.Hum.

ABSTRACT

Cultural heritage is a country's historical heritage which is fragile and rare so its
existence must be preserved because it has important value for history, science,
religion and education. One example of cultural heritage in Indonesia is a cultural
heritage building. Cultural heritage buildings have their own characteristics, one
of which is that they are more than 50 years old and have historical value as stated
in Law Number 11 of 2010 concerning Cultural Heritage. Law Number 11 of 2010
is legal protection for cultural heritage in Indonesia. One of the cultural heritage
buildings in Padang City is the Ema Idham House. However, currently the cultural
heritage building Ema Idham House has collapsed and been razed to the ground
because Soehinto Sadikin, as the owner of the house, has carried out the demolition
without permission from the Padang City government. The Padang City Public
Works and Spatial Planning (PUPR) Department only provided City Plan
Information to Soehinto Sadikin, so he had no right to demolish the cultural
heritage building. Therefore, so that the cultural heritage building is not lost, the
Padang City Government must carry out reconstruction of the building. Ownership
rights to the land owned by Soehinto Sadikin must first be transferred to the Padang
City Government through land procurement for development in the public interest.
This thesis aims to analyze whether the Padang City government has the authority
to request the takeover of privately owned land that has cultural heritage status.
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